
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 31 TAHUN 2022 

T E N T A N G 

P E M B E N T U K A N UNIT P E L A K S A N A T E K N I S R U M A H S A K I T UMUM D A E R A H 

Prof. dr. H i . A L O E I S A B O E PADA DINAS K E S E H A T A N KOTA G(3RONTALO 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

Menimbang 

Miengingat 

WAL I KOTA GORONTALO, 

bahwa u n t u k me laksanakan ke t sn tuan Pasa l 4 aysit (3) Pe ra tu jan 

Daerah Nomor 5 T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan 

S u s u n a n Perangkat Daerah , per lu menetapkan iPeraturan l ^a l i 

Kota tentang Pembentukan Uni t Pe laksana Tekn i s R u m a h Sak i t 

U m u m Daerah Prof. dr. H i . Aloei Saboe Pada D inas Kesehatan Kpta 

Gorontalo; 

1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentanjg Pembentukan 

Daerah-daerah T ingkat I I di Su lawes i (Lembaran Neg^ra 

Republ ik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 74, Tambaljiar. 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2000 Nomor 258, Tantbahan Lembaran Negara Repulfjlik 

Indonesia 4060) ; 

3. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 2004 tentang Prak t ik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2004 Nomor 116, T a m b a h a n Lembaran Negara Repupl ik 

Indonesia Nomor 4431) ; 

4. Undang-Undang Nomor 36 T a h u n 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2009 

Nomor 144, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5063) sebagaimana telah d iubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 T a h u n 2Ci20 tentang Cipta Ker ja (Lembaran 

UNIT K E R J A I ^ K U M '^^'r^'' ^ ^ ' ^ P ^     

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 31 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

Prof. dr. Hi. ALOEI SABOE PADA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO 

Menimbang : 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit 

Umum Daerah Prof. dr. Hi. Aloei Saboe Pada Dinas Kesehatan Kota 

Gorontalo, 

1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor “74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 4060): 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431), 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
KABAG 
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Negara Republ ik Indonesia Ta h u n 2020 Nomor 245 , Taimbahail 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6573) ; 

5. Undang-Undang Nomor 44 t a h u n 2009 tentang R u m a h Sak i t 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2009 

Nomor 153, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa d iubah terak^iq 

dengan Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 202C' tentang C ip ta 

Ker ja (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 

Nomor 245 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 6573) ; 

6. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2 0 1 1 tentang Pembentukan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2004 Nomor 53 , T a m b a h a n Lembaran N(5gara Repubjlik 

Indonesia Nomor 4389) selDagaimana telah beberapa ka l i 

d iubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 ^ 

T a h u n 2022 tentang Peruba l ian Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 T a h u n 2 0 1 1 tentang Pembentukan Pera turan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik Indoneski 

T a h u n 2022 Nomor 143, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ i l : 

Indonesia Nomor 6801) ; 

7. Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang Aparatur Sip i l 

Negara (Lembaran Negara Flepublik Indonesia T a h u n 201-̂ ^ 

Nomor 6, T a m b a h a n Lembeiran Negara Republ ik IndoneidEi 

Nomor 5494) ; 

8. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahjar 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 

Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2022 (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2022 Nomoi 4, Tambahjan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6757) ; 

9. Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tenta|n^ 

Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Beri ta N(;gara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah d iubah 

dengan Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 12c| 

T a h u n 2018 tentang Perubahan Atas Pera turan Menteri Da l am 

UNIT K E R J A KABAG 
HUKUM /VSISTEN SEKDA 

\ r f   

sni ae 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801), 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Iridonesia Nomor 6757), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
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Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 tentang Pembentukan Produk 

H u k u m Daerah (Beri ta Negara Republ ik Indonesia T a h u n 20|l$ 

Nomor 157); 

10. Pera turan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentani 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repulalik Indones ia 

T a h u n 2016 Nomor 114, T a m b a h a n Lembaran Negara Reputliljc 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah d iubah dengan 

Pera turan Pemer intah Nomor 72 T a h u n 2019 tentang 

Perubahan atas Pera turan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2C 1() 

tentang Perangkat Daerat i (Lembaran Negara Reputl i lc 

Indonesia T a h u n 2019 Nomor 187, Tamba l i an L emba i an 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6402) ; 

1 1 . Pe ra turan Menteri Da l am Negeri Nomor 12 T a h u n 2017 tents in 2 

Pedoman Pembentukan dan IQasi f ikasi Cabang D inas dan Unit 

Pe laksana Tekn i s (Ber i ta Negara Republ ik Indonejsia 

T a h u n 2017 Nomor 451) ; 

12. Pera turan Menteri Kesehatan Nomor 3 T a h u n 2020 tentknb 

Klas i f ikas i dan Per iz inan R u m a h Sak i t (Ber i ta Negara Repuplik 

Indonesia T a h u n 2020 Nomor 21); 

13. Pera turan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 T a h u n 2016 tentinb; 

Pembentukan dan S u s u n a n Perangkat Daei-ah (Lemba:-a: 

Daerah T a h u n 2016 Nomor 5, T a m b a h a n Lemabaran DaefaH 

Nomor 151). 

M E M U T U S K A N : . 

IVIenetapkan : P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO T E N T A N G F 'EMBENTUHAN 

UNIT P E L A K S A N A T E K N I S R U M A H S A K I T UMUM D A E R A H 

P R O F . dr. H i . A L O E I S A B O E PADA DINAS K E S E H A W 

KOTA GORONTALO. 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

E>alam Peraturan Wal i Kota in i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah ada lah Kota Gorontalo. 

UNIT K E R J A KABAG 
HUKUM 

ASISTEN SEKDA   

- $- 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157), 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402): 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 

Pelaksana Teknis (Berita Negara Repuklik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 451), | 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 21): 

13. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lemabaran Daerah 

Nomor 151). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN 

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

PROF. dr. Hi. ALOEI SABOE PADA DINAS KESEHATAN 

KOTA GORONTALO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. | 
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2. PemerintEih Daerah ada lah kepala daerah sebagai u n s u r penyelenggsira 

PemerintEihan Daerah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n pemerintahjaiji 

yang menjadi kewenangan daerah otonom, 

3. Wal i Kota ada lah Wal i Kota Gorontalo. 

4. D inas Kesehatan Kota Gorontalo yang se lanjutnya disebut D inas adalah 

perangkat daerah yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintapaiji 

di bidang kesehatan. 

5. U r u s a n Pemer intahan ada lah k e k u a s a a n pemer intahan yang menjkdji 

kewenangan Presiden yang pe laksanaannya d i l akukan oleh kementer an 

negara dem penyelenggara Pemer intahan Daerah u n t u k melindungi, melaya|ni 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyaraka t . 

6. Tugas Pembantuan ada lah penugasan dar i Pemerintah Pusat kepada Daefgi^i 

u n t u k rae laksanakan sebagian U r u s a n Pemer intahan yang menjladi 

kewenangan Pemer intah Pusa t a tau dar i Pemerintah Provinsi kepada Daerah 

u n t u k rae laksanakan sebagian U r u s a n Pemer intahan yang menjadi 

kewenangan Pemer intah Provinsi . 

7 , Perangkat Daerah ada lah u n s u r pembantu Wal i Kota dan Dewan Perwaki lah 

Rakya t Daerah da lam penyelenggaraan U r u s a n Pemer intahan yang menjadi 

kewenangan Daerah . 

8. R u m a h Sak i t ada lah sebuah institusd pe layanan kesehatan ykn^ 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan pi^rorangan secara ]3aripurna yqng 

menyediakan pe layanan rawat inap, rawat j a l a n dan gawat darurat . 

B A B I I 

P E M B E N T U K A N , K L A S I F I K A S I DAN K E D U D U K A N 

Pasa l 2 

Dengan Pera turan Wal i Kota in i dibentuk Uni t Pe l aksana Tekn i s R u m a h S^k 

U m u m DaerEih Prof. dr. H i . Aloei Saboe Pada D inas Kesehatan Kota Gorontalo. 

Pasa l 3 

R u m a h Sakit U m u m Daerah Prof. dr. H i . Aloei SJaboe ada lah Rumt ih Sak i t Tipe 

Pasa l 4 

(1) Uni t Pe laksana Tekn i s R u m a h Sak i t U m u m Daerah Prof. dr. H i . Aloei Saboe 

me laksanakan sebagian kegiatan operasional dan/a tau kegiatan teknis D i ia . s 

yang dipiimpin oleh seorang Di rektur . 

UNIT K E R J A ^ ^ u ^ ASISTEN SEKDA   

aa 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

Dinas Kesehatan Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut Dinas adalah 

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang kesehatan. 

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah 

untuk rnelaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Daerah 

untuk rnelaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Provinsi. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

Rumah Sakit adalah sebuah institusi pelayanan kesehatan Ll 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 

BAB II 

PEMBENTUKAN , KLASIFIKASI DAN KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit 

Umum Daerah Prof. dr. Hi. Aloei Saboe Pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. 

Pasal 3 

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Hi. Aloei Saboe adalah Rumah Sakit Tipe B. 

() 

Pasal 4 

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Hi. Aloei Saboe 

melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas 

yang dipimpin oleh seorang Direktur. 
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(2) Uni t Pek iksana Tekn i s R u m a h Sak i t U m u m Daerah Prof. dr. H i . Aloei Salioe 

bersifat otonom da lam penyelenggaraan tata kelola r u m a h saki t dan ta ta 

kelola k l in i s serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanaiji 

u m u m daerah. 

(3) Uni t Pelgiksana Tekn i s R u m a h Sak i t U m u m Daerah Prof. dr. H i . Aloei Saboe 

da lam pemyelenggaraan tata kelola r u m a h siakit dan ta ta kelola k l in i s , d ib ina 

dan bertanggungjawab kepada Kepala D inas Kesehatan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksmd pada ayat (3) dilaksanaklaiji 

mela lui penyampaian laporan k iner ja r u m a h saki t kepada Kepala D inas 

Kesehatan. 

(5) Pembinai in ta ta kelola r u m a h saki t , ta ta kelola k l in i s dan tata kelpla 

keuangan serta pertanggungjawaban sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2) d i l aksanakan sesua i dengan k«3tentuan pera turan perundai|ig-

undangan. 

B A B I I I 

ORGANISAS I 

Pasa l 5 

(1) S u s u n a n Organisas i Uni t Pe laksana Tekn i s R u m a h Sak i t U m u m Daerah Pijof[ 

dr. H i . Aloei Saboe terdiri dar i : 

a . D i rektur ; 

b. Wak i l D i rek tur U m u m dan Keuangan; 

c. Wak i l D i rektur Pe layanan, Dik la t dan K(;perawatan; 

d. Kepa la B idang Perencanaan, H u k u m dan Pengembangem; 

e. Kepala B idang Keuangan; 

f. Kepala B idang Admin is t ras i U m u m dan Kepegawaian; 

g. Kepala B idang Pe layanan dan Dik lat ; 

h . Kepa la B idang Penunjang; 

i . Kepala B idang Keperawatan dan Kebidangan; dan 

j . Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 6 

(1) Da l am rangka u n t u k mendukung organisasi r u m a h sak i t d ibentuk 

ins ta las i pelayanan. 

KABAG 
HUKUM ASISTEN SEKDA 

- r - \   

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(1) 

(1) 

-5- 

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Hi. Aloei Saboe 

bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata 

kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan 

umum daerah. 

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Hi. Aloei Saboe 

dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. 

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 

melalui penyampaian laporan kinerja rurnah sakit kepada Kepala Dinas 

Kesehatan. 

Pembinaan tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis dan tata kelola 

keuangan serta pertanggungjawaban sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

BAB III 

ORGANISASI 

Pasal 5 

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Prof. 

dr. Hi. Aloei Saboe terdiri dari : 

a. Direktur, 

b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, 

c. Wakil Direktur Pelayanan, Diklat dan Keperawatan, 

d. Kepala Bidang Perencanaan, Hukum dan Pengembangan, 

e. Kepala Bidang Keuangan, 

f. Kepala Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian, 

Kepala Bidang Pelayanan dan Diklat, 

h. Kepala Bidang Penunjang, 

i. Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidangan, dan 

j-. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 6 

Dalam rangka untuk mendukung organisasi rumah sakit dibentuk 

instalasi pelayanan. 
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(21 J e n i s dan bentuk ins ta las i pe layanan ditetapkan dengan Keputusan 

D i rek tur R u m a h Sak i t . 

Pasa l 7 

(1) Pada R u m a h Sak i t U m u m Daerah Prof. Dr . H. Aloei Saboe dibentuk Unit-u|i i 

Non S t r u k t u r a l terdiri dar i : 

a . Dewan Pengawas; 

b. S a t u a n Pengawas Intern; dan 

c. Komite. 

(2) Dewan pengawas Sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a ditetapkjaiji 

dengan Fieputusan Wal i Kota. 

(3) Sa tuan F'engawas Interna l dan Komite seba ga imana d imaksud pada Ayat ( l | 

h u r u f b dan h u r u f c ditetapkan dengan Kepu tusan Direktur . 

Pasa l 8 

K<dompok J a b a t a n Fungs iona l sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 5 huiaj f jj 

terdiri dar i j aba tan fungsional Kesehatan dan non Kesehatan. 

Pasa l 9 

Sl ;ruktur Organisas i Uni t Pe laksana Tekn i s R u m a h Sak i t U m u m Dae fah 

Pi-of. dr. H . Aloei Saboe sebagaimana tercantum da lam lampi ran I yang merupal^aiti 

bagian yang t idak terp isahkan dar i Pera turan Wal i Kota in i . 

B A B IV 

T U G A S DAN F U N G S I 

Pasa l 10 

Pimjabaran Tugas dan Fungs i UF*TD F iumah Sak i t U m u m Dae fah 

Prof. dr. H i . Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum da lam 

Lamp i ran I I j^ang merupakan bagian yang t ida l : t e rp isahkan dar i Pera turan Wal i 

Kota in i . 

B A B V 

TATA K E R J A 

Pasa l 11 

(1) Direktur da lam me laksanakan tugas dan fungsinya menerapkan pr ins ip 

koordineisi, integrasi, s inkron isas i dan s impl i f ikasi baik da lam l ingkungan 

m a u p u n a n tar sa tuan organisasi sesua i tugas masing-masing. 

L'NIT K E R J A KABAG 
HUKUM 

ASISTEN SEKDA   

ii 

(2! Jenis dan bentuk instalasi pelayanan ditetapkan dengan Keputusan 

Direktur Rumah Sakit. 

Pasal 7 

(1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe dibentuk Unit-unit 

Non Struktural terdiri dari : 

a. Dewan Pengawas, 

b. Satuan Pengawas Intern, dan 

c. Komite. 

(2) Dewan pengawas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 

dengan Keputusan Wali Kota. 

(3) Satuan Pengawas Internal dan Komite sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 

Pasal 8 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j 

terdiri dari jabatan fungsional Kesehatan dan non Kesehatan. 

Pasal 9 

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah 

Prof. dr. H. Aloei Saboe sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 10 

Penjabaran Tugas dan Fungsi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah 

Prof. dr. Hi. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 11 

(1) Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sirnplifikasi baik dalam lingkungan 

maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing. 
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(2) Kelompok j aba tan fungsional bertanggungjawab kepada Direktur . 

(3) Setiap p impinan sa tuan organisasi d i l ingkungan R u m a h Sak i t U m u m Daerah 

Prof. dr. H i . Aloei Saboe berkewajiban member ikan petunjuk, bimbingan dan 

pengawasan pekerjaan pada u n s u r - u n s u r pembantu pe laksana yang berada 

di l ingkungan ker janya. 

B A B V I 

J A B A T A N P E R A N G K A T D A E R A H 

Pasa l 12 

(1) D i rek tur merupakan j aba tan s t ruk tu ra l eselon l ib a t au jabeitan p i m p i n g 

tinggi pratama. 

(2) Wak i l D i rektur merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon l l l a . 

(3) Kepala B idang merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon I l lb . 

(4) Pejabat Fungs iona l . 

B A B V I I 

PENGANGKATAN DAN P E M B E R H E N T I A N J A B A T A N 

Pasa l 13 

(1) D i rek tur diangkat dan diberhent ikan oleh Wal i Kota dar i Pega^^'ai Negeri S ip i l 

sesua i ke tentuan peraturan perundang-undi ingan. 

(2) Wak i l D in jk tur dan Kepala B idang diangkat dan diberhent ikan oleh Wal i Kota 

dar i Pega\vai Negeri S ip i l s esua i ke tentuan pera turan perundang-undangan 

B A B V I I I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 14 

Pada saat Pera turan Wal i Kota in i mu la i ber laku, Pera turan Wal i Kota Gorontalo 

Nomor 35 T a h u n 2018 tentang Pembentukan un i t Pe laksana Teknis R u m a h Sak i t 

U m u m Daera l i Prof. Dr . H i . Aloei Saboe Pada D inas Kesehatan Kota Gorontajlo 

dicabut dan d inyatakan t idak ber laku 

Pasa l 15 

Pera turan Wal i Kota in i m u l a i ber laku pada tang^;al d iundangkan. 

UNIT K E R J A KABAG 
HUKUM 

ASISTEN 

It 
1 

SEKDA   

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

. Fs 

Kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Direktur. | 

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah 

Prof. dr. Hi. Aloei Saboe berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan 

pengawasan pekerjaan pada unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada 

dilingkungan kerjanya. 

BAB VI 

JABATAN PERANGKAT DAERAH 

Pasal 12 

Direktur merupakan jabatan struktural eselon Ilb atau jabatan pimpinan 

tinggi pratama. 

Wakil Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIIa. 

Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Illb. 

Pejabat Fangsional. 

BAB VII 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN 

Pasal 13 

Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai Negeri Sipil 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Wakil Direktur dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota 

dari Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Gorontalo 

Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit 

Umum Daerah Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe Pada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 15 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Pera turan Wal i 

Kctta in i dengim penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontido. 

Di tetapkim di Gorontalo 

pada tanggal 

WAL I KOTA GORONTALO, 

18 November 2022 
1/ 

E N A. TAHA 

D iundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 18 !Jovem*»er 2022 

S E K R E T A R I S D A E R A H KOTA GORONTALO, 

I S M A D J I D 

B E R I T A D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2 0 2 1 NOMOR y 

UNITJCERJA KABAG 
HUKUM 

ASISTEN SEKDA   

-8- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 18 November 2022 

WALI KOTA GORONTALO, 

—h 
M EN A. TAHA 

2 

Diandangkan di Gorontalo 

pada tanggal 18 “ovemrer 2022 

SEKRETARIS D H KOTA GORONTALO, 

| 

ISM ADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 3“ 
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LAMPIRAN I 

P E R A T U R A N WAL IKOTA GORONTALO 

TSrOMOR 31 T A H U N 2022 

T E N T A N G 

P E M B E N T U K A N UNIT P E L A K S A N A T E K N I S RUMAH 

S A K I T UMUM D A E R A H P R O F . dr. Hi . A L O E I S A B O E 

PADA DINAS K E S E H A T A N KOTA GORONTALO 

^ I 

^ 
WAKIL DIREKTUR 

UMUM DAN KEUANGAN 

BIDANG 
PERENCANAAN, 

HUKUM 85 
PENGEMBANGAN 

BIDANG 
KEUANGAN 

BIDANG 
ADMINISTRASI 

UMUM & 
KEPEGAWAIAN 

KELOMPOK 
J F DAN 

PELAKSANA 

KELOMPOK 
J F DAN 

PELAKSANA 

KELOMPOK 
J F DAN 

PELAKSANA 

S T R U K T U R ORGANISASI 

DIREKTUR 

WAKIL DIREKTUR 
PELAYANAN, DIKLAT DAN KEPERAWATAN 

BIDANG 
PELAYANAN 

DIKLAT 
BIDANG 

PENUNJANG 

BIDANG 
KEPERAWATAN 

DAN 
KEBIDANAN 

KELOMPOK 
J F DAN 

PELAKSANA 

KELOMPOK 
J F DAN 

PELAKSANA 

KELOMPOK 
J F DAN 

PELAKSANA 

W A L I KOTA GORONTALO, 

E N A. TAHA 

SJA H^SS — — 

  

Aa 

  

  

  

  
  

LAMPIRAN I 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO STRUKTUR ORGANISASI f 

NOMOR 31 TAHUN 2022 T — 
TENTANG | DIREKTUR | 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH | 

SAKIT UMUM DAERAH PROF. dr. Hi. ALOEI SABOE | 

PADA DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO | 

J | 

| UMUM DAN KEUANGAN | PELAYANAN, DIKLAT DAN KEPERAWATAN 
  

  

  

  1     5 - | 
  

   

  

        
   

      

                

    

BIDANG BIDANG BIDANG PERENCANAAN, BIDANG ADMINISTRASI BIDANG 
HUKUM & KEUANGAN UMUM & DEA aman d sBDANG KEPERAWATAN 

PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN DIKLAT 

  

     

  

KEBIDANAN 

      

KELOMPOK 
JF DAN 

PELAKSANA 

    KELOMPOK 
JF DAN 

PELAKSANA 

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK 
JF DAN 

PELAKSANA 

KELOMPOK 
JF DAN 

    

JF DAN JF DAN 
PELAKSANA PELAKSANA    

PELAKSANA      
WALI KOTA GORONTALO, f 
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LAMPIRAN I I 

PEI^ATURAN W A L I KOTA GORONTALO 

NOMOR 31 TAHUN 2022 

T E r m N G 

P E M B E N T U K A N UNIT P E L A K S A N A T E K N I S R U M A H S A K I T UMti: 

DA12RAH Prof. dr. H i . A L O E I S A B O E PADA DINAS KES13HATAN K O T A 

GORONTALO 

P E N J A B A R A N T U G A S DAN F U N G S I 

UNIT PELAKSANA T E K N I S RUMAH S A K I T UMUM 

D A E R A H Prof. dr. H i . A L O E I S A B O E 

D I R E K T U R 

(1) D i rektur , mempunya i tugas : 

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, 

pemul ihan, peningkatan, pencegahan, pe layanan ru jukan dpr 

menyelenggarakan pendidikan, penel it ian dan pengembangan. 

(2) Da lam me laksanakan tugas Direktur , menyelenggarakan fungsi : 

a . Merencanakan pengelolaan dan pengembangan r u m a h said' 

pisndidikan sesua i petunjuk pe laksanaan dan petunju]< teknis u n t u k 

k idancaran tugas un i t . 

b. Me rumuskan kebi jakan teknis dibidang pen§;eIoIaan dkn 

pengembangan r u m a h saki t pendid i k a n sesua i r encana induk d an 

k (dentuan u n t u k peningkatan kiner ja . 

c. Menyusun prosedur ker ja tetap r u m a h saki t pendidikan sesqai 

k fdentuan sebagai dasar pe laksanaan tugas uni t . 

d. Mengorganisir kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pelayanan 

k<isehatan di r u m a h saki t pendidikan berdasarkan sistem dan. 

prosedur ker ja u n t u k tert ibnya pelaf isanaan tugas uni t . 

e. Mengendal ikan pe laksanaan tug£is dibidang pengelolaan dan 

p(;Iayanan kesehatan d i rumah saki t pendidikan secara ru t in u n t u k 

peningkatan pelayanein medis dan ki jperawatan. 

f. Mengarahkan pe laksanaan s istem pengelolaan dan fiengembangan 

r u m a h saki t pendidikan secara proakti f dan inovatif u n t u k 

peningkatan kua l i t as pelayanan kesehatan. 

L 
K 

JNIT 
ERJA 

KABAG 
HUKUM ASJISTEN SEKDA 

- r 
/   

l. 

LAMPIRAN II 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 31 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH Prof. dr. Hi. ALOEI SABOE PADA DINAS KESZHATAN KOTA 

GORONTALO 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH Prof. dr. Hi. ALOEI SABOE 

DIREKTUR 

(1) 

(2) 

Direktur, mempunyai tugas : 

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, 

pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan. 

Dalam melaksanakan tugas Direktur, menyelenggarakan fungsi : 

a. Merencanakan pengelolaan dan pengembangan rumah sakit 

pendidikan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk 

kelancaran tugas unit. | 

Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan 

pengembangan rumah sakit pendidikan sesuai rencana induk dan 

ketentuan untuk peningkatan kinerja. 

Menyusun prosedur kerja tetap rumah sakit pendidikan sesuai 

ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas unit. 

Mengorganisir kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit pendidikan berdasarkan sistem dan 

prosedur kerja untuk tertibnya pelaksanaan tugas unit. 

Mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan dan 

pelayanan kesehatan dirumah sakit pendidikan secara rutin untuk 

peningkatan pelayanan medis dan keperawatan. 

Mengarahkan pelaksanaan sistem pengelolaan dan pengembangan 

rumah sakit pendidikan secara proaktif dan inovatif untuk 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 
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g. Membina pe laksanaan kegiatan un i t secara menyelunah u n t u k tejt ib 

clan s u k s e s n y a tugas uni t . 

h . Mendis tr ibus ikan tugas kepada ttawahan sesua i bidang masi^gj-

mas ing u n t u k ke lancaran pe laksanaan tugas un i t . 

i . Mengawasi pe laksanaan tugas ba ik intern dan eks t em secara berkjala 

u n t u k efektivitas dan efisiensi kegiatan un i t . 

j . Mengevaluasi s e lu ruh kegiatan un i t secara terpadu u n t u k mengetanui 

perkembangan pe laksanaan tugas. 

k. Mengkonsul tas ikan pe laksanaan tugas kepada a tasan baik li^aiji 

m a u p u n tertul is u n t u k beroleh petunjuk lebih lanjut . 

1. Mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan un i t terkait melajlqi, 

rapat koordinasi u n t u k penyatuan pendapat. 

m. Melaporkan bas i l pe laksanaan tugas uni t secara berka la sebagai 

bahan evaluasi . 

n . Me lakukan tugas pembantuan dan tugas-tugas la in yang 

d iper intahkan oleh a tasan u n t u k ke lancaran tugas ked inasan. 

I I . Wak i l D i rektur U m u m dan Keuangan 

(1) Wak i l D i rektur U m u m dan Keuangan, mi^mpunyai tugas: 

Me laksanakan tugas di B idang Perencanaan, H u k u m dan Pengembangan, 

B idang Keuangan serta B idang Admin is t ras i U m u m dan Kepegawaian 

sesua i j u k l a k / j u k n i s u n t u k peningkatan k iner ja r u m a h saki t . 

(2) Da lam me laksanakan tugas Wak i l D i r ek tur U m u m dan Keuangan, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Mienghimpun keb i jakan teknis di B idang B idang Perencanaan, Huku i r . 

di in Pengembangan, B idang Keuangan serta B idang Administras: 

U m u m dan Kepegawaian sesua i kebu tuhan sebtigai pedomkn 

pi j laksanaan tugas. 

b. Me rumuskan kebi jakan teknis di B idang B idang Perencanasln 

H u k u m dan Pengembangan, B idang Keuangan serta B idang 

Admin is t ras i U m u m dan Kepegawaian sesua i j u k l a k / j u k n i s sebagai 

dasar pe laksanaan tugas. 

UNIT KABAG 
HUKUM SEKDA   

s3. 

Membina pelaksanaan kegiatan unit secara menyelunih untuk tertib 

can suksesnya tugas unit. 

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang masibg 

masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. 

Mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern secara berkala 

untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan unit. 

Mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas. 

Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut. 

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui 

rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat. 

Melaporkan basil pelaksanaan tugas unit secara berkala sebagai 

bahan evaluasi. | 

Melakukan tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang 

diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 

II. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 

(1) 

(2) 

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, mempunyai tugas: 

Melaksanakan tugas di Bidang Perencanaan, Hukum dan Pengembangan, 

Bidang Keuangan serta Bidang Administrasi Umum dar Kepegawaian 

sesuai juklak/juknis untuk peningkatan kinerja rumah sakit. 

Dalam melaksanakan tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Menghimpun kebijakan teknis di Bidang Bidang Perencanaan, Hukum 

dan Pengembangan, Bidang Keuangan serta Bidang Administrasi 

Umum dan Kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Bidang Perencanaan, 

Hukum dan Pengembangan, Bidang Keuangan serta Bidang 

Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai juklak/juknis sebagai 

dasar pelaksanaan tugas. 
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c. Menghimpun data di B idang B idang Perencanaan, H u k u m dan 

F'engembangan, B idang Keuangan serta B idang Admin is t ras i U m u m 

dan Kepegawaian sesua i k ebu tuhan sebagai dasar penjo isunan 

rencana kerja. 

d. Menyusun rencana ker ja di B idang B idang Perencanaau, H u k u m dan 

Pengembangan, B idang Keuangan serta B idang Admin is t ras i Um\|in!i 

dan Kepegawaian sesua i kebutuhan u n t u k menjadi program uni t . 

e. Menyusun standar dan prosedur ker ja B idang Perencanaan, Hukij im 

dan Pengembangan, B idang Keuangan serta B idang Adminis t ras i 

U m u m dan Kepegawaian sesua i ketentuan u n t u k peningkat]an 

kiner ja . 

f. Me lakukan pembinaan teknis kegiatan di B idang B idang 

Perencanaan, H u k u m dan Pengembangan, B idang Keuangan serta 

B idang Admin is t ras i U m u m dan Kepegawaian R u m a h Sak i t 

Pendidikan secara ru t in u n t u k peningkatan kiner ja dan kualitasi 

aparatur . 

g. Mengendalikan kegiatan di B idang Perencanaan, H u k u m dan 

Pengembangan, B idang Keuangan serta B idang Admin is t ras i Umum 

dan Kepegawaian sesua i prosedur dan mekanisme u n t u k tertibnya 

pielaksanaan tugas un i t . 

h . Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan di B idang Perencanaam, 

H u k u m dan Pengembangam, B idang Keuangan serta B i d a i g 

A i lmin is t ras i U m u m dan Kepegawaiam secara ru t in u n t u k k e l a n c a r ^ 

pe laksanaan tugas un i t . 

i . Mengkonsul tas ikan tugas dengan at i i san secara l i s an m a u p u n tertul is 

u n t u k beroleh petunjuk. 

j . Mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Wak i l Direktjur 

P(dayanan, Keperawatan dan Pendid ikan mela lu i rap ta t/per t emu^ 

u n t u k penyatuan pendapat. 

k . Mendis tr ibus ikan tugas kepada bawahan sesua i job u n t u k tert ibnya 

ptdaksanaan tugas. 

1. Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berka la sebagai b a h ^ 

e\'aluasi. 

m. Me laksanakan tugas la in yang d iper intahkan oleh atasEin u n t u k 

kfdancaran tugas ked inasan. 

UNIT KABAG ...JST̂EN 
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Menghimpun data di Bidang Bidang Perencanaan, Hukum dan 

Pengembangan, Bidang Keuangan serta Bidang Administrasi Umum 

dan Kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar penyusunan 

rencana kerja. 

Menyusun rencana kerja di Bidang Bidang Perencanaan, Hukum dan 

Pengembangan, Bidang Keuangan serta Bidang Administrasi Umum 

dan Kepegawaian sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit. 

Menyusun standar dan prosedur kerja Bidang Perencanaan, Hukum 

dan Pengembangan, Bidang Keuangan serta Bidang Administrasi 

Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan untuk peningkatan 

kinerja. 

Melakukan pembinaan teknis kegiatan di Bidang Bidang 

Perencanaan, Hukum dan Pengembangan, Bidang Keuangan serta 

Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian Rumah Sakit 

Pendidikan secara rutin untuk peningkatan kinerja dan kualitas 

aparatur. 

Mengendalikan kegiatan di Bidang Perencanaan, Hukum dan 

Pengembangan, Bidang Keuangan serta Bidang Administrasi Umum 

dan Kepegawaian sesuai prosedur dan mekanisme untuk tertibnya 

pelaksanaan tugas unit. 

Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan di Bidang Perencanaan, 

Hukum dan Pengembangan, Bidang Keuangan serta Bidang 

Administrasi Umum dan Kepegawaian secara rutin untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas unit. 

Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis 

untuk beroleh petunjuk. 

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Wakil Direktur 

Pelayanan, Keperawatan dan Pendidikan melalui rapat/pertemuan 

untuk penyatuan pendapat. 

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya 

pelaksanaan tugas. | 

Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi. 

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 
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Bidging Perencanaan, H u k u m dan Pengembarigan 

(1) B idang Perencanaan, H u k u m dan Pengembangan, mempunya i tugas : 

Me laksanakan tugas di B idang Perenc;anaan Program seisuai petunjjul^ 

pelaksianaan/petunjuk teknis u n t u k kekmcaran tugas un i t 

(2) Da l am me laksanakan tugas B idang Perencanaan, H u k u m dan 

Pengembangan, menyelenggarakan fungsi : 

a . Menghimpun kebi jakan teknis di Eiidang Perencanaan, H u k u m J a n 

Pengembangan sesua i k ebu tuhan sebagai pedoman pe laksanqan 

tugas. 

b. Menghimpun data kegiatan Bidting Perencanaan, H u k u m dan 

F'engembangan sesua i j en i s ur . tuk mengetahui j u m l a h d^an 

p erkembangannya. 

c. Mengelola dan menganal isa data kegiatan B idang Perencanakri , 

F l u k u m dan Pengembangan sebagai bahan penyusunan rencsina 

ker ja. 

d. Menyusun rencana ker ja B idang Perencanaan, H u k u m dah 

F'engembangan sesua i kebutuham u n t u k menjadi pro§p"am un i t . 

e. Me lakukan pengelolaan data B idang Perencanaan, H u k u m dab 

F'engembangan berdasarkan S is tem Informasi Man£ijemen R u n a l l 

Siakit Pendidikan u n t u k tersedianya data yang akura t dan up to d£.te 

f. Me lakukan pengawasan kegiatan penyusunan program dan laporan 

Ehdang Perencanaan, H u k u m dan F'engembangan sec£ira ru t in untuk; 

tert ibnya pe laksanaan tugas. 

g. Me lakukan eva luas i kegiatan B idang Perencanaan, H u k u m dan 

F'engembangan secara berka la u n t u k mengetahui keberhas i lan 

pielaksanaan tugas. 

h . J/Iengkonsultasikan tugas dengan at a s a n secara l i san m a u p u n tertul is 

u n t u k beroleh petunjuk. 

i . ^/[engoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Kepala-kepala B i d i n g 

dan Pejabat Fungs iona l terkait mela lu i rapat/pertemuan u n f u k 

penyatuan pendapat. 

j . Mendis t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesua i job u n t u k tertib]|iy|E. 

pe laksanaan tugas. 

UNIT KABAG 
KERJA HUKUM U 

ASISTEN SEKDA   
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III. Bidang Perencanaan, Hukum dan Pengembangan 

(1) 

(2) 

Bidang Perencanaan, Hukum dan Pengembangan, mempuryai tugas : 

Melaksanakan tugas di Bidang Perencanaan Program sesuai petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran tugas unit. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Hukum dan 

Pengembangan, menyelenggarakan fungsi : 

a. Menghimpun kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Hukum dan 

Pengembangan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan 

tagas. 

Menghimpun data kegiatan Bidang Perencanaan, Hukum dan 

Fengembangan sesuai jenis untuk mengetahui jumlah dan 

perkembangannya. 

Mengelola dan menganalisa data kegiatan Bidang Perencanaan, 

Hukum dan Pengembangan sebagai bahan penyusunan rencana 

kerja. 

Menyusun rencana kerja Bidang Perencanaan, Hukum dan 

Pengembangan sesuai kebutuham untuk menjadi program unit. 

Melakukan pengelolaan data Bidang Perencanaan, Hukum ki 

Pengembangan berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Rumah 

Sakit Pendidikan untuk tersedianya data yang akurat dan up to date. 

Melakukan pengawasan kegiatan penyusunan program dan laporan 

Bidang Perencanaan, Hukum dan Pengembangan secara rutin untuk 

tertibnya pelaksanaan tugas. 

Melakukan evaluasi kegiatan Bidang Perencanaan, Hukum dan 

Pengembangan secara berkala untuk mengetahui keberhasilan 

pelaksanaan tugas. 

Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan rnaupun tertulis 

untuk beroleh petunjuk. 

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Bidang 

dan Pejabat Fungsional terkait melalui rapat/pertemuan untuk 
| 

penyatuan pendapat. | 

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya 

pelaksanaan tugas. 
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k. Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berka la sebagai b a h i n 

evaluasi . 

1. Mlelaksanakan tugas la in yang d iper intahkan oleh a tasan untjuk 

ke lancaran tugas ked inasan. 

IV. B idang Keuangan 

(1) B idang Keuangan, mempunya i tugas : 

Me laksanakan tugas di B idang Pena tausahaan Keuangan berdasarkjar. 

Pera turan Perundang-undangan u n t u k terwujudnya tertib admin is t ras i 

keuangan. 

(2) Dalam me laksanakan tugas B idang Keuangan, menyelenggjirakan fung i i 

a Mlenghimpun kebi jakan teknis Penatausahaan Keuangan sesua i 

kebutuhan sebagai pedoman pe laksanaan tugas. 

b. Menyusun keb i jakan teknis Pena tausahaan Keuangan sesua i 

kisbutuhan u n t u k ke lancaran pelaksianaan tugas. 

c. M eny iapkan dan m e r u m u s k a n penyusunan anggaran pendapat an 

dan belanja r u m a h sak i t sesua i j u k l a k / j u k n i s u n t u k ke lancaran tugas 

un i t . 

d. Mengelola Admin is t ras i keuangan siesuai pedoman u n t u k tertibnye 

penggunaan anggaran. 

e. Meneliti kelengkapan pengajuan pencairan anggaran berdasarkan 

J u k l a k / j u k n i s u n t u k proses pencairan. 

f. Mengesahkan Sura t Per intah Membayar sesua i kebutuhan sebagai 

dasar penerbitan Sura t Per intah Penca iran Dana . 

g. Menyusun laporan prognosis keuangan un i t berdasarksm Penggunaan 

Anggaran sebagai bahan pertanggungjawaban. 

h . Mengkonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan secajra 

l i san/ter tu l is u n t u k ke lancaran pe laksanaan tugas. 

i . Mengoordinasikan pe laksanaan tugas den'gan Kepala-kepala B idapg 

dan Pejabat Fungs iona l terkeut mela lui rapat/pertemuan untjak 

p imyatuan pendapat. 

j . Mendis tr ibus ikan pe laksanaan tugas kepada bawahan sesua i jbb 

u n t u k ke lancaran tugas. 

U N I T K A B A G . 0 , ^ ^ . ^ ^ 
P : E R J A H U K U M A ' ^ l ™ ^ 
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Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi. 

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

IV. Bidang Keuangan 

(1) Bidang Keuangan, mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas di Bidang Penatausahaan Keuangan berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan untuk terwujudnya tertib administrasi 

keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Keuangan, menyelenggarakan fungsi : 

a Menghimpun kebijakan teknis Penatausahaan Keuangan sesuai 

kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

Menyusun kebijakan teknis Penatausahaan Keuangan sesuai 

kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Menyiapkan dan merumuskan penyusunan anggaran pendapatan 

dan belanja rumah sakit sesuai juklak/juknis untuk kelancaran tugas 

unit. 

Mengelola Administrasi keuangan sesuai pedoman untuk tertibnya 

penggunaan anggaran. 

Meneliti kelengkapan pengajuan pencairan anggaran berdasarkan 

Jiiklak/juknis untuk proses pencairan. 

Mengesahkan Surat Perintah Membayar sesuai kebutuhan sebagai 

dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana. 

Menyusun laporan prognosis keuangan unit berdasarkan Penggunaan 

Anggaran sebagai bahan pertanggungjawaban. 

Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan secara 

lisan/tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas den'gan Kepala-kepala Bidang 

dan Pejabat Fungsional terkait melalui rapat/pertemuan untuk 

penyatuan pendapat. 

Mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai job 

untuk kelancaran tugas. 

  

UNIT KABAG & 
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k. Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berka la sebagai bahjaiji 

eva luasi . 

1. Me laksanakan tugas la in yeing d iper intahkan oleh a tasan untjuk 

ke lancaran tugas ked inasan. 

B idang Admin is t ras i U m u m dan Kepegawaian 

(1) B idang Admin is t ras i U m u m dan Kepegavraian, mempunya i tugas : 

Me laksanakan tugas penatausahaan di B idang Admin is t ras i U m u m d|aili 

Kepegawaian, sesua i petunjuk pe laksanaan/petunjuk teknis unttuk 

kelanc:aran tugas un i t . 

(2) Da l am menyelenggarakan tugas B idang Admin is t ras i U m u m djai|i 

Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi : 

a . Menghimpun kebi jakan teknis di B idang Admin is t ras i U m u m d|an 

Kepegawaian sesua i kebu tuhan sebagai dasar pe laksanaan tugas. 

b. Menyusun rencana kegiatan B idang Administras i U m u m d|an 

Kepegawaian sesua i kebu tuhan u n t u k menjadi program uni t . 

c. Me laksanakan tugas pengelolaan IBidang Admin is t ras i U m u m dlaik 

Kepegawaian berdasarkan pedoman u n t u k peningkatan pelayanjap 

ke ta tausahaan . 

d. Me lakukan tugas penanganan keamanan dan kehirt iban umijiii^ 

secara terpadu diwi layah R u m a h Sak i t Pendid ikan. 

e. Mengonsultas ikan tugas dengan ata s a n secara l i san m a u p u n terti:|li^ 

u n t u k beroleh petunjuk. 

f. Mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Kepala-kepala B idang 

dan Pejabat Fungs iona l terkait m(; lalui rapat / pertemuan u n t u k 

penyatuan pendapat. 

g. Mlendistribusikan tugas kepada bav/ahan sesua i job u n t u k tertibijy^ 

pe laksanaan tugas. 

h . Mlenyusun laporan pe laksanaan tug;as secara berka la sebagai bahjari 

eva luasi . 

i . Mlelaksanakan tugas la in yang d ip i i r intahkan oleh £itasan u n t u k 

ke lancaran tugas ked inasan. 

UNIT 
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Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi. 

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

V. Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian 

(1) 

(2) 

Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas penatausahaan di Bidang Administrasi Umum dan 

Kepegawaian, sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk 

kelancaran tugas unit. 

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Administrasi Umum dan 

Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi : 

a. Menghimpun kebijakan teknis di Bidang Administrasi Umum dan 

Kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas. 

Menyusun rencana kegiatan Bidang Administrasi Umum dan 

Kepegawaian sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit. 

Melaksanakan tugas pengelolaan Bidang Administrasi Umum dan 

Kepegawaian berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan 

ketatausahaan. 

Melakukan tugas penanganan keamanan dan ketertiban umum 

secara terpadu diwilayah Rumah Sakit Pendidikan. 

Mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis 

untuk beroleh petunjuk. 

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Bidang 

dan Pejabat Fungsional terkait melalui rapat / pertemuan untuk 

penyatuan pendapat. 

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya 

pelaksanaan tugas. 

Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi. 

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

  

UNIT KABAG 
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VI. Wak i l D i rek tur Pe layanan, D ik la t dan Keperawatan 

(1) Wak i l D i rek tur Pe layanan, D ik la t dan Keperawatan, mempi inya i tugas 

Me laksanakan tugas di B idang Pe layanan dan Dik lat , B idang Penunjbng 

ser ta B idang Keperawatan dan Kebidanan sesua i petunjuk 

pe laksanaan/petunjuk teknis u n t u k peningkatan kin<;rja pe layanan 

rumahi sak i t . 

(2) Da l am me laksanakan tugas Wak i l D i r ek tur Pe layanan, Keperawatan dan 

Pendidikan, menyelenggarakan fungsi: 

a . Menghimpun kebi jakan teknis di B idang Pelayantm dan D i k l a : 

B idang Penunjang ser ta B idang Keperawatan dan Kebidanan, sesluai 

k ebu tuhan sebagai pedoman pe laksanaan tugas. 

b. rderumuskan kebi jakan teknis di B idang Pelayancin dan Dik la t , 

B idang Penunjang serta B idang Keperawatan dan Keb idanan sesluai 

petunjuk pe laksanaan/petunjuk teknis sebagai dasar pe laksanaan 

tugas. 

c. Menghimpun data B idang Pe layanan dan Diklat , B idang Penunjang 

ser ta B idang Keperawatan dan Keb idanan sesua i kebutuhan sebagai 

dasar penyusunan rencana ker ja. 

d. Menyusun rencana ker ja Bidang Pe layanan dan Dik lat , B idang 

Penunjang ser ta B idang Keperawatan dan Kebidanan sesua i 

Icebutuhan u n t u k menjadi program uni t . 

e. iVlenyusun s tandar dan prosedur B idang Pe layanim dan Dik la t , 

]3idang Penunjang serta B idang Ktiperawatan dan Keb idanan sesua i 

l<etentuan u n t u k peningkatan k iner ja un i t . 

f. IVIelakukan pembinaan kegiatan B idang Pe layanan dan Dik la t , B idang 

i^enunjang serta B idang Keperawjitan dan Keb idanan secara ru t i n 

u n t u k peningkatan k iner ja dan kutditas tenaga kesehatan. 

g. jMengendalikan kegiatan B idang Pe layanan dan Dik lat , B idang 

Penunjang serta B idang Keperawatan dan Kebidanan sesuai prosedur 

dan mekanisme u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas un i t . 

h . Mengawasi dan mengevaluasi kegijitan B idang Pe layanan dan Dik la t , 

Bidang Penunjang serta B idang K(;perawatan dan Ktibidanan secara 

rut in u n t u k ke lancaran pelaksanasm tugas un i t . 

i . Mengkonsultasikan tugas dengan a tasan secara l i san m a u p u n tertjuUs 

u n t u k beroleh petunjuk. 
KABAG 
HUKUM ASISTEN 

£ 
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VI. Wakil Direktur Pelayanan, Diklat dan Keperawatan 

W 

(2) 

Wakil Direktur Pelayanan, Diklat dan Keperawatan, mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan dan Diklat, Bidang Penunjang 

serta Bidang Keperawatan dan Kebidanan sesuai petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk peningkatan kinerja pelayanan 

rumah sakit. 

Dalam melaksanakan tugas Wakil Direktur Pelayanan, Keperawatan dan 

Pendidikan, menyelenggarakan fungsi: 

a. Menghimpun kebijakan teknis di Bidang Pelayanan dan Diklat, 

Bidang Penunjang serta Bidang Keperawatan dan Kebidanan, sesuai 

kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan dan Diklat, 

Bidang Penunjang serta Bidang Keperawatan dan Kebidanan sesuai 

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan 

tugas. 

c.  Menghimpun data Bidang Pelayanan dan Diklat, Bidang Penunjang 

serta Bidang Keperawatan dan Kebidanan sesuai kebutuhan sebagai 

dasar penyusunan rencana kerja. 

d. Menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan dan Diklat, Bidang 

Penunjang serta Bidang Keperawatan dan Kebidanan sesuai 

kebutuhan untuk menjadi program unit. 

e. Menyusun standar dan prosedur Bidang Pelayanan dan Diklat, 

Bidang Penunjang serta Bidang Keperawatan dan Kebidanan sesuai 

ketentuan untuk peningkatan kinerja unit. 

fl. Melakukan pembinaan kegiatan Bidang Pelayanan dan Diklat, Bidang 

Penunjang serta Bidang Keperawatan dan Kebidanan secara rutin 

untuk peningkatan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan. 

g. Mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan dan Diklat, Bidang 

Penunjang serta Bidang Keperawatan dan Kebidanan sesuai prosedur 

dan mekanisme untuk tertibnya pelaksanaan tugas unit. 

h. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Bidang Pelayanan dan Diklat, 

Bidang Penunjang serta Bidang Keperawatan dan Kebidanan secara 

rutin untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. 

  

Ja Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis 

untuk beroleh petunjuk. 
UNIT KABAG KERJA | HUKUM | ASISTEN | SEKDA 
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j . ]\/lengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Wak i l D i rek tur Umtut 

dan Keuangan mela lu i rapat / per temuan u n t u k penyatuan pendajjia 

k. Mendis t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesua i job u n t u k tertib|iy|£L 

pe laksanaan tugas. 

1. Menyusun laporein pe laksanaan tugas secara berkala sebagai baHiairi 

eva luasi . 

m. Me laksanakan tugas la in yang d iper intahkan oleh a tasan unltu)k 

ke lancaran tugas ked inasan . 

VI I . B idang Pe layanan dan D ik la t 

(1) B idang Pe layanan (Medik dan Non Medilc) dan Dik la t , mempunya i tugajs: 

Me laksanakan tugas di B idang Pe layanan (Medik dan Non Medik) dan 

Dik la t berdasarkan petunjuk pe laksanaan/petunjuk teknis untqlq 

peningkatan kua l i t as pe layanan kesehatan d i R u m a h Sak i t Pendidikan 

(2) D a l a m me laksanakan tugas B idang Pe layanan (Medik dan Non Medik) pan 

Dik la t , menyelenggarakan fungsi : 

a . Menghimpun kebi jakan teknis di B idang Pe layanan (Medik dan Non 

IVledik) dan Dik la t sesua i kebu tuhan sebagai pedoman pe laksanaan 

tugas. 

b. Menyusun rencana ker ja B idang Pe layanan (Medik dan Non Me|lik) 

dan D ik la t sesua i k ebu tuhan untulc menjadi program uni t . 

c. IVIerencanakan kebu tuhan B idang Pelayanan (Medik dan Non Mejdik) 

dan Dik la t sesua i ketentuan u n t u k kelancargin tugas unit . 

d. Me lakukan koordinasi tugas B idang Pe layanan (Medik dan Non Meliik) 

l i an Dik la t dengan Uni t Pe layanan Fungs iona l (UPF) dan Insta[lasi 

u n t u k ke lancaran pe layanan Rumeih Sak i t Pendid ikan. 

e. Me lakukan pembinaan, pengawasan dan eva luas i terhadap pelayahbh 

kesehatan di B idang Pe layanan (Medik dan Non Medik) dan Di idat 

secara ru t in u n t u k peningkatan k iner ja un i t . 

f. Mengkonsul tas ikan tugas dengan a tasan secara l i san maupun terljulis 

u n t u k beroleh petunjuk. 

g. Mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Kepala-kepala Bidlang 

dan Pejabat Fungs iona l terkait me la lu i rapat/pertemuan ur j tuk 

penyatuan pendapat. 
UNIT 

i R J A 
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Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Wakil Direktur Umum 

clan Keuangan melalui rapat / pertemuan untuk penyatuan pendapat. 

Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya 

pelaksanaan tugas. 

Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi. | 

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

VI. Bidang Pelayanan dan Diklat 

(1) 

(2) 

Bidang Pelayanan (Medik dan Non Medik) dan Diklat, mempunyai tugas: 

Melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan (Medik dan Non Medik) dan 

Diklat berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan. 

Dalarn melaksanakan tugas Bidang Pelayanan (Medik dan Non Medik) (lan 

Diklat, menyelenggarakan fungsi : 

a. Menghimpun kebijakan teknis di Bidang Pelayanan (Medik dan Non 

Medik) dan Diklat sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 

Menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan (Medik dan Non Medik) 

dan Diklat sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit. 

Merencanakan kebutuhan Bidang Pelayanan (Medik dan Non Medik) 

dan Diklat sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas unit. 

Melakukan koordinasi tugas Bidang Pelayanan (Medik dan Non Medik) 

dan Diklat dengan Unit Pelayanan Fungsional (UPF) dan Instalasi 

untuk kelancaran pelayanan Rumah Sakit Pendidikan. 

Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan 

kesehatan di Bidang Pelayanan (Medik dan Non Medik) dan Diklat 

secara rutin untuk peningkatan kinerja unit. 

Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis 

untuk beroleh petunjuk. 

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Bidang 

dan Pejabat Fungsional terkait melalui rapat/pertemuan untuk 

penyatuan pendapat. 
  

UNIT KABAG 
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h . Mendis t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesua i job u n t u k tert ibhya 

pe laksanaan tugas. 

i . Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkala. sebagai baljiajr]! 

eva luasi . 

j . Me laksanakan tugas la in yang d iper intahkan oleh a tasan u n t u k 

ke lancaran tugas ked inasan. 

V I I I . B idang Penunjang 

(1) B idang Penunjang, mempunya i tugas : 

Melalcsanakan tugas di B idang Penunjang sesua i peturyuk 

pe laksanaan/petunjuk teknis u n t u k pemenuhan kebu tuhan penunjang d i 

Rum; ih Sak i t Pendid ikan. 

(2) D a l a m me laksanakan tugas B idang Penunjang, menyelenggarakan fungsi: 

a . IVIenyiapkan kebi jakan teknis di B idang Penunjang sesua i k e b u t u i a n 

sebagai pedoman pe laksanaan tug£is. 

b. Menghimpun data di B idang Penunjang sesua i j en i s u p t u k 

mengetahui perkembangannya. 

c. Menyusun rencana ker ja di B idang Penunjang sesua i kebutu|ian 

u n t u k menjadi program uni t . 

d. Menymsun dan mengembangkan m u t u , s tandar perala lan, pelayariari, 

prosedur tetap dan manajemen pelayanan di B idang Penunjang. 

e. Menginventarisir k ebu tuhan u n t u k pengadaan peralatan di B idang 

Penunjang yang d ibu tuhkan pada Ins ta las i Penunjang Radiologi, 

Laboratorium, L a y a n a n T rans fus i Da rah , Pemulasaran J e n a z a h , 

Kesehatan L ingkungan R u m a h Si ik i t , Pengolahan Da ta E lektron ik , 

Rekam Medik, IPPM, F a r m a s i , Ghd, I P S R S , Ster i l i sas i dan Louhdrv 

serta Park i r area R u m a h Sak i t Pendid ikan. 

f. Mengkonsultas ikan tugas dengan a tasan secara l i san maupun tertul is 

un tuk beroleh petunjuk. 

g. Mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Kepala-kepala B idang 

dan Pejabat Fungs iona l terkait mela lui rapat / pertemuan u n t u k 

penyatuan pendapat. 

h . Menyusun laporan pe laksanaan tugas secara berka la sebagai balhan 

evaluasi . 
U W I T 
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h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job uantuk tertibnya 

pelaksanaan tugas. 

i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi. 

j- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

VII. Bidang Penunjang 

(1) 

(2) 

Bidang Penunjang, mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas di Bidang Penunjang sesuai petunjuk 

pelaksanaan /petunjuk teknis untuk pemenuhan kebutuhan penunjang di 

Rumah Sakit Pendidikan. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penunjang, menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Penunjang sesuai kebutuhan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. | 

b. Menghimpun data di Bidang Penunjang sesuai jenis untuk 

mengetahui perkembangannya. 

Cc. Menyusun rencana kerja di Bidang Penunjang sesuai kebutuhan 

untuk menjadi program unit. 

d. Menyusun dan mengembangkan mutu, standar peralalan, pelayanan, 

prosedur tetap dan manajemen pelayanan di Bidang Penunjang. 

e.  Menginventarisir kebutuhan untuk pengadaan peralatan di Bidang 

Penunjang yang dibutuhkan pada Instalasi Penunjang Radiologi, 

Laboratorium, Layanan Transfusi Darah, Pemulasaran Jenazah, 

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Pengolahan Data Elektronik, 

Rekam Medik, IPPM, Farmasi, Gizi, IPSRS, Sterilisasi dan Loundry 

serta Parkir area Rumah Sakit Pendidikan. 

f.  Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis 

untuk beroleh petunjuk. 

g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Bidang 

dan Pejabat Fungsional terkait melalui rapat / pertemuan untuk 

penyatuan pendapat. | 

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi. 
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1. Melaksanakan tugas la in yang d iper intahkan oleh a tasan u n 

ke lancaran tugas ked inasan 

t uk 

IX. B idang Keperawatan dan Keb idanan 

(1) B idang Keperawatein dan Kebidanan, m(;mpunyai tugas : 

Melalcsanakan tugas di B idang Keperawatan dan Keb idanan berdasarkan 

J u k l a . k / J u k n i s u n t u k pengembangan dsm peningkatan kufditas p e l a y a i a u 

keperawatan di R u m a h Sak i t Pendid ikan. 

(2) D a l a m me laksanakan tugas B idang Keperawatan dan Kebidaraupj, 

menyelenggarakan fungsi: 

IMenghimpun kebi jakan teknis di B idang Keperawatan dan Keb idanan 

sesua i kebu tuhan sebagai pedoman pe laksanaan tugtis. 

Menghimpun data di B idang Keperawatan dan Keb idanan sesua i 

j en i s u n t u k mengetahui perkembsingannya. 

Menyusun rencana ker ja B idang Keperawatan dan K( ;bidanan ses u a i 

Icebutuhan u n t u k menjadi program, un i t . 

IVIelakukan pengendalian j a l a n n y a organisasi dan admin is t ras i B idang 

liCeperawatan dan Keb idanan. 

iVlenyusun dan menetapkan ketentuan-ketentuan pe layanan Bidjang 

'Keperawatan dan Keb idanan sesua i dengan keb i jaksanaan D i rek tur 

Rumah Sak i t . j 

Memberikan bimbingan, petunjuk dan peni la ian kepada tenaga 

perawat u n t u k peningkatan dan terpel iharanya m u t u pelayapan 

keperawatan dan Keb idanan secar£i pa r i puma . 

Melakukan ker jasama dan memelihiara hubungun baiic dengan se ipua 

komponen R u m a h Sak i t . 

Memperhatikan kesehatan dan kese jahteraan tenaga keperawj 

demi terc iptanya semangat dan pre:stasi ker ja yang bedk. 

Melakukan program orientasi bagi pegawai b a r u dar program rcjtasi 

tenaga keperawatan dan Keb idanan d iuni t -uni t pelaytinan perawatan. 

Mengkonsultas ikan tugas dengan a tasan secara l i san maupun ter1]ulis 

un tuk beroleh petunjuk. 

a . 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g-

h . 

1. 

tah 
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Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan 

Bidang Keperawatan dan Kebidanan 

(1) 

(2) 

Bidang Keperawatan dan Kebidanan, mempunyai tugas : 

Melaksanakan tugas di Bidang Keperawatan dan Kebidanan tense! 

Juklak/Juknis untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Pelaafa 

keperawatan di Rumah Sakit Pendidikan. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Keperawatan dan Kebidanan, 

menyelenggarakan fungsi: | 

a. Menghimpun kebijakan teknis di Bidang Keperawatan dan Kebidanan 

sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

Menghimpun data di Bidang Keperawatan dan Kebidanan sesuai 

jenis untuk mengetahui perkembangannya. 

Menyusun rencana kerja Bidang Keperawatan dan Kebidanan sesuai 

kebutuhan untuk menjadi program. unit. 

Melakukan pengendalian jalannya organisasi dan administrasi Bidang 

Keperawatan dan Kebidanan. 

Menyusun dan menetapkan ketentuan-ketentuan pelayanan Bidang 

Keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan kebijaksanaan Direktur 

Rumah Sakit. 

Memberikan bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada tenaga 

perawat untuk peningkatan dan terpeliharanya mutu pelayanan 

keperawatan dan Kebidanan secara paripurna. 

Melakukan kerjasama dan memelihara hubungun baik dengan semua 

komponen Rumah Sakit. 

Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan tenaga keperawatan 

demi terciptanya semangat dan prestasi kerja yang baik. | 

Melakukan program orientasi bagi pegawai baru dan program rotasi 

tenaga keperawatan dan Kebidanan diunit-unit pelayanan perawatan. 

Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis 

untuk beroleh petunjuk. 
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k. Mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan Kepalei-kepala B i d i n g 

dan Pejabat Fungs iona l terkait mela lui rapat/pertemuan u n t u k 

jDenyatuan pendapat. 

1. Mendis t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesua i job u n t u k tertibjnya 

jDelaksanaan tugas 

m. IVlenyusun laporan pe laksanaan tugas secara berkak i sebagai ba j ian 

( jvaluasi. 

n . IVIelaksanakan tugas l a in yang d iper intahkan oleh a tasan u n t u k 

ke lancaran tugas ked inasan. 

Kelompok L a i n n y a 

1) Kelorapok J a b a t a n Fungs iona l 

a . Kelompok J a b a t a n Fungs iona l terdir i a tas sejumlahi tenaga da lam 

jenjang j aba tan fungsional yang dibagi da lam berbagai kelompok ses;u ai 

dengan keterampi lan dan keah l iannya . 

b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

diangkat oleh Wal i Kota atas u s u l D i rektur . 

c. J e n i s , J en jang dan J u m l a h J a b a t a n Fungs iona l ditetapkan oleh Wii 

Kota berdasarkan kebutuhan , k e r r a m p u a n dan beban ker ja se$uai 

Pera turan Perundang-Undangan yang ber laku. 

2) Komite Medik 

a . Komite Medik ada lah kelompok tenaga medis yang Iceanggotaarpnya 

dipi l ih dar i s ta f medis fungsional. 

b. Komite Medik diangkat dan diberhent ikan oleh Di rektur . 

c. Komite Medik berada d ibawah dan bertanggungjawab k:epada Direkjtuir. 

d. Komite Medik mempunya i tugas membantu Di rektur da lam menyarjsun 

standar pelayanan, memantau pe laksanaannya , meng^tur 

kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan pengembangan 

profesi pe layanan medik. 

e. E ia lam me laksanakan tugasnya Komite Medik dapeit d ibantu oleh 

pani t ia yang anggotanya terdiri dar:. staf medis fungsional dan terjaga 

profesi l a innya secara Ex-Officio. 

U N I T K A B A G 
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k. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Bidang 

dan Pejabat Fungsional terkait melalui rapat/pertemuan untuk 

penyatuan pendapat. 

Il. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya 

pelaksanaan tugas 

m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi. 

n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

Kelompok Lainnya 

1) 

2) 

Kelorapok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam 

jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan keterampilan dan keahliannya. 

b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

diangkat oleh Wali Kota atas usul Direktur. 

c. Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Wali 

Kota berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Komite Medik 

a. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya 

dipilih dari staf medis fungsional. 

b. Komite Medik diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. 

c. Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. 

d. Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun 

standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, mengatur 

kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan pengembangan 

profesi pelayanan medik. 

e. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh 

panitia yang anggotanya terdiri dar: staf medis fungsional dan tenaga 

profesi lainnya secara Ex-Officio. 
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f. Pani t ia ada lah kelompok ker ja k h u s u s di da lam Komiite Medik y ing 

dibentuk u n t u k mengatasi masa l ah k h u s u s . 

g. Ptmetapan pani t ia diangkat dan diberhent ikan oleh Direktur . 

3) Komite Keperawatan 

a . Komite Keperawatan ada lah kelompok tenaga keperawatan y^pg 

k(;anggotaannya dipi l ih dar i staf keperawatan fungsional. 

b. Komite Keperawatan diangkat dan diberhent ikan oleh Direktur . 

c. Komite Keperawatan berada dibaw£ih dan bertanggungjawab kep^4^ 

Direktur . 

d. Komite Keperawatan mempunya i tugas membantu Direktur da lam 

mienyusun s tandar pe layanan, memantau pe laksanaannya , 

mie laksanakan pembinaan et ika, mengatur kewenangan profe 

anggota staf keperawatan fungsional dan pengembangan profesi 

pe layanan. 

e. Da l am me laksanakan tugasnya Komite Keperawatan dapat dibajntjiji 

oleh pani t ia yang anggotanya terdir i dar i staf keperawatan fungsipnpl 

dan tenaga profesi l a innya secara E>:-Officio. 

f. Pianitia ada lah kelompok ker ja k h u s u s di da lam Komite Keperaw^tal^ 

yang dibentuk u n t u k mengatasi masa l ah k h u s u s . 

g. Penetapan pani t ia diangkat dan dibt;rhentikan oleh Direktur , 

4) Komite Nakes L a i n n y a 

a. Komite Nakes L a i n n y a ada lah kelompok tenaga medis yang 

keanggotaannya dipi l ih dar i staf medis fungsional. 

b. Komite Nakes L a i n n y a diangkat dan diberhent ikan oleh Direktur . 

c. Komite Nakes L a i n n y a berada dibavrah dan bertanggungjawab kepatjla 

D i rektur . 

d. Komite Nakes L a i n n y a mempunya i tugas membantu D i rek tur da lac i 

m e n y u s u n s tandar pe layanan, memantau pe laksanaannya , mengatur 

kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan pengembanggji 

profesi pe layanan medik. 

5) Komite L a i n n y a 

a. Komite L a i n n y a ada lah kelompok ttmaga medis yang keanggotaanjny^ 
I 

dipi l ih dar i staf medis fungsional. 
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g. 
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Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik yang 

dibentuk untuk mengatasi masalah khusus. 

Penetapan panitia diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. 

Komite Keperawatan 

a. 

g. 

Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan yang 

keanggotaannya dipilih dari staf keperawatan fungsional. 

Komite Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. 

Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Direktur. 

Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam 

menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, 

melaksanakan pembinaan etika, mengatur kewenangan profesi 

anggota staf keperawatan fungsional dan pengembangan profesi 

pelayanan. 

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan dapat dibantu 

oleh panitia yang anggotanya terdiri dari staf keperawatan fungsional 

dan tenaga profesi lainnya secara Ex-Officio. 

Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Keperawatan 

yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus. 

Penetapan panitia diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. | 

Komite Nakes Lainnya 

a. Komite Nakes Lainnya adalah kelompok tenaga medis Ul 

keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional. 

Komite Nakes Lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. 

Komite Nakes Lainnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Direktur. 

Komite Nakes Lainnya mempunyai tugas membantu Direktur dalam 

menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, mengatur 

kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan pengembangan 

profesi pelayanan medik. 

Komite Lainnya 

a. Komite Lainnya adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya 

dipilih dari staf medis fungsional. 
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b. Komite L a i n n y a diangkat dan diberhent ikan oleh Direktur . 

c. Komite L a i n n y a berada d ibawah dan ber tanggunaawab kepjada 

Direktur . 

d. Komite L a i n n y a mempunya i tugas membantu Di rektur daleihli 

m e n y u s u n s tandar pe layanan, memantau pe laksanaannya , mengdtur 

ktjwenangan profesi anggota staf medik fungsional dan pengembangan 

profesi pe layanan medik. 

6) S a t u a n Pengawas Intern 

(1) P imgawasan terhadap penyelenggaraan R u m a h Sak i t Daejra|l|i 

d i l a k u k a n : 

a. Ke da lam oleh Komite Medik, Komite Keperawatan dan Satji^il i 

Pengawas Intern. 

b. Pengawasan Fungs iona l . 

(2) S a t u a n Pengawas Intern mempunya i tugas membantu D i rek tur da lam 

p ( 5ngawasan terhadap pe laksanaan program r u m a h saki t , s t a n d ^ 

p(; layanan dan s tandar operating prosedur r u m a h saki t . 

(3) S a t u a n Pengawas Intern sebagaimana d imaksud padei ayat (2) tetjdiri 

a tas : 

a. Medis. 

b Keperawatan. 

c. Non keperawatan. 

d Admin is t ras i . 

7) D e w s n Pengawas 

(1) Dewan Pengawas ada lah Dewan Pengawas R u m a l i Sak i t Un ju in 

Daerah . 

(2) Pi^ngaturan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dajlapi 

Pera turan Wal i Kota. 

Ins ta las i Pe layanan 

(1) Ins ta las i ada lah un i t pe layanan non s t r u k t u r a l yang meny(;diakan fasiljitaS 

dan menyelenggarakan kegiatan pe layanan kesehatan d i rumah saki t . 

(2) Ins ta las i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a . Ins ta las i Pe layanan Rawat J a l a n ; 
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b. Komite Lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. 

c. Komite Lainnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Direktur. 

d. Komite Lainnya mempunyai tugas membantu Direktur dalam 

menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, mengatur 

kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan pengembangan 

profesi pelayanan medik. 

Satuan Pengawas Intern 

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah 

dilakukan : 

a. Ke dalam oleh Komite Medik, Komite Keperawatan dan Satuan 

Pengawas Intern. 

b. Pengawasan Fungsional. 

(2) Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas membantu Direktur dalam 

pengawasan terhadap pelaksanaan program rumah sakit, standar 

pelayanan dan standar operating prosedur rumah sakit. 

(3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas : 

a. Medis. 

b. Keperawatan. 

c. Non keperawatan. 

d. Administrasi. 

Dewan Pengawas 

(l) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum 

Daerah. 

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dalah 

Peraturan Wali Kota. 

Instalasi Pelayanan 

(1) 

(2) 

Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas 

dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dirumah sakit. 

Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. Instalasi Pelayanan Rawat Jalan, 
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b. In s ta las i Pe layanan Rawat Inap; 

c. In s ta las i Pe layanan Rawat Darura t ; 

d. Ins ta las i Pe layanan Rawat Intensif; 

e. Ins ta las i Pe layanan Bedah Sentra l ; 

f. Ins ta las i Pe layanan Anestesi dan Reaminas i Hemodial isa; 

g. Ins ta las i Pe layanan Rehabi l i tas i Medik; dan 

h . Ins ta las i Pe layanan Kemoterapy. 

(3) Pemhentukan ins ta las i pe layanan sebagaimana d imaksud pada ayat] {^) 

ditet£ipkan oleh D i rek tur R u m a h Sak i t sesua i kebutuhan . 

(4) Ins ta las i - ins ta las i sebagaimana dimaksiud pada ayat (2) masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepa la da lam J a b a t a n Fungs iona l yang da lam 

mela lcsanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

D i r ek lu r mela lu i Wak i l D i rek tur Pe layanan. 

(5) Kepala Ins ta las i diangkat dan diberhent ikan oleh Direktur . 

(6) Kepala Ins ta las i da lam me laksanakan tugasnya d ibantu oleh tenjaga 

fungjiional dan a t a u non medis. 

(7) Pemhientukan dan perubahan j u m l a h d£in j en i s ins ta las i d i laporkan sec^ara 

tertul is kepada Wedi Kota mela lu i Sekretar is Daerah . 

XII. Ins ta las i Penunjang 

(1) Ins ta las i ada lah un i t pe layanan non s t n i k t u r a l yang meny(jdiakan fasilEtas 

dan menyelenggarakan kegiatan pe layanan kesehatan d i rumah sak i t . 

(2) Ins ta las i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terdiri a tas : 

a . Ins ta las i Penunjnang Radiologi; 

b. Ins ta las i Penunjang Laborator iumi; 

c. Ins ta las i Penunjang L a y a n a n T rans fus i Da rah ; 

d. Ins ta las i Penunjang Pemulasaran J e n a z a h ; 

e. Ins ta las i Penunjang Kesehatan Linglcungan R u m a h Salkit; 

f. Ins ta las i Penunjang Pengolahan Da ta E lektronik ; 

g. Ins ta las i Penunjang R e k a m Medik; 

h . Ins ta las i Penunjang IPPM; 
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b. Instalasi Pelayanan Rawat Inap, 

c. Instalasi Pelayanan Rawat Darurat, 

d. Instalasi Pelayanan Rawat Intensif, 

e. Instalasi Pelayanan Bedah Sentral, 

f. Iristalasi Pelayanan Anestesi dan Reaminasi Hemodialisa, 

g. Instalasi Pelayanan Rehabilitasi Medik, dan 

h. Instalasi Pelayanan Kemoterapy. 

Pembentukan instalasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan.   
Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan. | 

Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. | 

Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenan 

fungsional dan atau non medis. 

Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan segara 

tertulis kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 
| 

Instalasi Penunjang 

(1) 

(2) 

Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas 

dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dirumah sakit. 

Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. Instalasi Penunjnang Radiologi, 

b. Instalasi Penunjang Laboratoriumi, 

c. Instalasi Penunjang Layanan Transfusi Darah, 

d. Instalasi Penunjang Pemulasaran Jenazah, 

e. Instalasi Penunjang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, 

f. Instalasi Penunjang Pengolahan Data Elektronik, 

g. Instalasi Penunjang Rekam Medik, 

h. Instalasi Penunjang IPPM, 
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i . Ins ta las i Penunjang F a r m a s i ; 

j . Ins ta las i Penunjang Giz i ; 

k . Ins ta las i Penunjang I P S R S ; 

1. Ins ta las i Penunjang Ster i l i sas i dan Foundry; dan 

m. Ins ta las i Penunjang Park i r . 

Pembentukan ins ta las i pe layanan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

di tetapkan oleh D i rek tur R u m a h Sak i t sesua i kebutuhan . 

Ins ta las i - ins ta las i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepa la da lam J a b a t a n Fungsior .a l yang dajanji 

melalcsanakan tugasnya berada dibaw£ih dan bertanggungjawab kepqda 

D i rek tur mela lu i Wak i l D i rek tur Pe layanan. 

Kepa la Ins ta las i diangkat dan diberhent ikan oleh Direktur . 

Kepa la Ins ta las i da lam me laksanakan tugasnya d ibantu oleh tenpgq 

fungsional dan a t a u non medis. 

Pembentukan dan perubahan j u m l a h da n j en i s ins ta las i d i laporkan seqara 

tertul is kepada Wal i Kota mela lu i Sekretar is Daerah . 

WAL I KOTA GORONTALO 

N A. TAHA 
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i. Instalasi Penunjang Farmasi, 

j- Instalasi Penunjang Gizi, 

k. Instalasi Penunjang IPSRS, 

l. Instalasi Penunjang Sterilisasi dan Loundry, dan 

m. Instalasi Penunjang Parkir. 

Pembentukan instalasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan. 

Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 

  dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan. 

Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. 

Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga 

fungsional dan atau non medis. 

Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan sii 

tertulis kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. 

WALI KOTA GORONTALO, y 
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